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BUPATI BULUKUMBA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

     NOMOR 51 TAHUN 2018VCWA       

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 101 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BULUKUMBA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan 

tanggung jawab serta untuk efektifitas pelaksanaan 
tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu 
mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  4. 
 
 
 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 101 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN BULUKUMBA. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 101)  diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 11 
 

(1) Sub Bidang Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang  
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pengelolaan data. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pajak 

dan retribusi daerah; 

g. mencetak dan menerbitkan kartu data, pajak dan retribusi daerah 

sebagai alat kontrol harian wajib pajak;   

h. menyusun laporan bulanan pajak dan retribusi daerah berdasarkan 

aplikasi; 

i. melakukan back up data pajak dan retribusi daerah untuk menjaga 

data base wajib pajak dan retribusi daerah; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 
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k. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 19 
 

(1) Sub Bidang Penagihan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan 
bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
penagihan retribusi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Sub Bidang Penagihan Retribusi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan Retribusi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Penagihan Retribusi untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan penagihan retribusi dan penyusunan laporan realisasi 

retribusi; 

g. mengoordinir penagihan retribusi kepada perangkat daerah yang 

mengelola pendapatan; 

h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

i. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  Bulukumba. 

 
 

        Ditetapkan di Bulukumba 

        pada tanggal 25 Oktober 2018 

  
BUPATI BULUKUMBA, 
 

 
 

        A. M. SUKRI A. SAPPEWALI 
 
 
Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal 25 Oktober 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
 
 
 
A. B. AMAL 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 51 


